BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dan analisis hasil penelitian,

peneliti dapat menarik kesimpulan atas hasil penelitian. Kesimpulan di ambil

berdasarkan analisis hasil penelitian yang sudah melalui setiap tahap penelitian yang

ada. Kesimpulan ini berisi penjelasan dari setiap rumusan masalah yang sudah

teridentifikasi pada bagian sebelumnya. Berikut ini merupakan hasil kesimpulan yang

dapat di ambil oleh peneliti adalah:

1.

Faktor — faktor yang memengaruhi pengungkapan (disclosure) yang memadai
terkait konten dalam website Perguruan Tinggi adalah peraturan pemerintah,
jurnal ilmiah, dan website perguruan tinggi.

Indikator — indikator penilaian yang memengaruhi pengungkapan (disclosure)
yang memadai terkait konten dalam website Perguruan Tinggi terdiri atas 10
domain yaitu, domain identitas, domain tridharma, domain tata kelola, domain
akademik, domain pengakuan publik, domain timeliness, domain aksesibilitas,
domain stakeholder, domain fasilitas intern, dan domain fasilitas eksternal. Setiap
domain yang ada memiliki sub domain dan indikator penilaian masing — masing.
Indikator ini akan menjadi alat untuk menilai kelengkapan informasi di dalam
website Perguruan Tinggi.

Kelengkapan informasi 50 website Perguruan Tinggi di Indonesia masih kurang
lengkap jika dibandingkan dengan peringkat pertama duni versi webometric yaitu
Harvard Universty. Hasil ini didasarkan pada perbandingan yang telah dilakukan.
Perbandingan yang telah dilakukan memperlihatkan rata — rata hasil bahwa
website Harvard University memiliki konten informasi yang lebih lengkap jika
dibandingkan dengan rata — rata hasil pada 50 website Perguruan Tinggi yang ada

di Indonesia.
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Jika dilihat berdasarkan wilayah Perguruan Tinggi baik itu di wilayah Jawa
maupun non Jawa, rata — rata Perguruan Tinggi yang berada di wilayah Jawa
memiliki kelengkapan informasi lebih lengkap dibandingkan dengan Perguruan
Tinggi yang berada di wilayah non Jawa. Hasil ini didapatkan dari hasil analisis
yang telah dilakukan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 9 dari 10
domain penilaian yang hasilnya menyatakan bahwa rata — rata hasil penilaian
wilayah Jawa lebih Tinggi dibandingkan rata — rata hasil penilaian wilayah non
Jawa. Terdapat 2 domain yaitu domain akademik dan domain timeliness yang
hasilnya menunjukkan Perguruan Tinggi di wilayah non Jawa lebih Tinggi rata —
ratanya dibandingkan dengan Perguruan Tinggi di wilayah Jawa. Namun untuk
domain timeliness baik wilayah Jawa maupun wilayah non Jawa memiliki nilai
yang sama. Hasil penilaian domain akademik menunjukkan bahwa wilayah non
Jawa memiliki rata — rata hasil penilaian lebih baik dibandingkan dengan wilayah
Jawa.

Jika dilihat berdasarkan jenis Perguruan Tinggi, yaitu Perguruan Tinggi negeri
dan Perguruan Tinggi swasta. Jenis Perguruan Tinggi negeri memiliki
kelengkapan informasi lebih lengkap jika dibandingkan dengan jenis Perguruan
Tinggi swasta. Hasil ini diperoleh dari analisis yang dilakukan, bahwa terdapat 7
domain penilaian dari 10 domain penilaian yang menyatakan bahwa rata — rata
hasil penilaiannya Perguruan Tinggi negeri lebih Tinggi dibandingan dengan
Perguruan Tinggi swasta. Terdapat 4 domain yaitu, domain tridharma, akademik,
stakeholder, dan timeliness yang rata — rata hasil penilaian Perguruan Tinggi
swasta lebih Tinggi dibandingkan dengan Perguruan Tinggi negeri. Namun untuk
domain timeliness baik Perguruan Tinggi negeri maupun Perguruan Tinggi swasta
memiliki nilai yang sama.

Berdasarkan akreditasi, dari 50 website Perguruan Tinggi yang diteliti oleh
peneliti terdapat 2 jenis akreditasi yaitu, akreditasi A dan akreditasi B. Jika dilihat
berdasarkan akreditasi, Perguruan Tinggi yang memiliki akreditasi A memiliki
kelengkapan informasi lebih lengkap dibandingkan dengan Perguruan Tinggi
yang memiliki akreditasi B. Hasil ini diperoleh hasil analisis yang menunjukkan
terdapat 9 domain penilaian dari 10 domain penilaian yang menyatakan bahwa

rata — rata hasil penilaian Perguruan Tinggi yang memiliki akreditasi A lebih
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Tinggi dibandingkan dengan Perguruan Tinggi yang memiliki akreditasi B.
Terdapat 2 domain, yaitu domain timeliness, dan domain stakeholder rata — rata
hasil penilaian Perguruan Tinggi yang memiliki akreditasi B lebih Tinggi
dibandingkan dengan Perguruan Tinggi yang memiliki akreditasi A. Namun untuk
domain timeliness baik Perguruan Tinggi yang memiliki akreditasi A maupun
Perguruan Tinggi swasta yang memiliki akreditasi B mempunyai nilai yang sama.

7. Berdasarkan keseluruhan hasil penilaian dari indikator penilaian yang ada
Perguruan Tinggi di Indonesia masih harus meningkatkan kelengkapan informasi
yang terdapat di dalam website Perguruan Tinggi yang mereka buat. Hal ini perlu
dilakukan karena berdasarkan hasil penilaian rata — rata website Perguruan Tinggi
belum menyajikan pengungkapan (disclosure) secara memadai. Pengungkapan
(disclosure) yang terus diperbaharui akan meningkatkan transparansi terhadap
informasi dari Perguruan Tinggi di Indonesia.

7.2. SARAN

Berikut ini merupakan saran bagi beberapa pihak berdasarkan penelitian yang sudah

dilakukan:

1. Bagi Perguruan Tinggi, penelitian ini dapat menjadi acuan mengenai konten

informasi apa saja yang harus disajikan di dalam website Perguruan Tinggi.
Indikator penelitian yang ada dapat menjadi patokan apa saja informasi yang harus
diungkapkan untuk meningkatkan transparansi informasi di dalam Perguruan
Tinggi. Melalui penelitian ini juga Perguruan Tinggi diharapkan akan mampu
menghasilkan informasi yang lebih berkualitas di dalam website yang Perguruan
Tinggi buat. Perguruan Tinggi juga harus lebih memperhatikan untuk menyajikan
informasi yang lengkap di dalam website mereka. Juga memikirkan pengguna
informasi dalam website Perguruan Tinggi. Indikator penilaian ini juga
diharapkan digunakan untuk mengurangi adanya kecurangan yang dilakukan di
dalam Perguruan Tinggi.

Bagi regulator, dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah membuat
peraturan yang lebih tegas mengenai pengungkapan (disclosure) terhadap
informasi yang perlu disampaikan di dalam website Perguruan Tinggi. Hal ini
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perlu dilakukan agar setiap Perguruan Tinggi lebih lengkap lagi dalam
menyajikan informasi di dalam website mereka, sehingga jika terjadi kecurangan

apapun yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi pemerintah dapat memiliki bukti

yang jelas.
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